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PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) 
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA 
BERDASARKAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 
(Studi Kasus BUMDES Tirta Mandiri Klaten) 
 
Abstrak 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang 
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Usaha 
yang dimiliki oleh Desa Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul Ponggok), 
kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Dalam 
skripsi ini penulis, menguraikan rumusan masalah, antara lain: (1) Apakah 
pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Klaten telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku? (2) Bagaimana peran BUMDes Tirta Mandiri 
dalam pelestarian wisata air Umbul Ponggok berdasarkan Corporate Social 
Responsibility dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok? 
Metode yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan empiris yakni 
penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 
mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh 
dalam skripsi ini adalah bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDes  bertujuan 
untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan 
usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong / 
menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang 
berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha 
di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan 
pengelolaan di bawah koperasi. 
 
Kata Kunci: kesejahteraan, masyarakat,pemgelolaan  
Abstract 
BUMDes is a village business entity managed by the community and village 
administration in an effort to strengthen the village economy and is shaped based 
on the needs and potential of the village. The businesses owned by Ponggok 
Village include nature tourism (Umbul Ponggok), fishing pond, clean water 
management, culinary kiosk, and credit. In this thesis the author, describes the 
problem formulation, among others: (1) Is the management of Tirta Mandiri 
BUMDes Klaten in accordance with applicable legislation? (2) How is the role of 
BUMDes Tirta Mandiri in Umbul Ponggok water conservation based on 
Corporate Social Responsibility in improving the welfare of Ponggok Village? 
The method used by the writer is using empirical approach that is research which 
is used to solve research problem by doing research of primary data in field. The 
results obtained in this thesis is that in the effort management of BUMDes aims to 
improve the economic welfare of the villagers through the development of their 
economic enterprises. The formation of BUMDes is intended to encourage / 
accommodate all income generating activities of the community, whether 
developing according to local customs / cultures. Management of business units 
2 
under BUMDes is more appropriate management than management under 
cooperatives. 
 
Keywords: prosperity, community, management  
1. PENDAHULUAN 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa 
yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya 
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 
potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang 
berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 
(commercial 
institution).1Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU 
No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UUNo. 6 tahun 2014 
tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.Dalam UU No. 32 
tahun 2004 juncto 
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Potensi yang dimiliki 
BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam 
memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.2 
Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak 
dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam 
pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. 3  Salah satu BUMDes yang 
didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah 
BUMDes Tirta 
Mandiri yang didirikan pada Desember2009 sebagai penguatan ekonomi desa 
Ponggok. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten 
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Klaten, desa Ponggok dinilai mampu mengembangkan potensi yang 
dimilikinya terutama di bidang pariwisata.Usaha yang dimiliki oleh Desa 
Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul Ponggok), kolam perikanan, 
pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Salah satu wisata 
unggulan di desa Ponggok adalah Pemandian 
Umbul Ponggok. Atas dasar tersebut, kemudian didirikanlah Badan 
UsahaMilik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri pada tanggal 15 Desember 
2009.Umbul ponggok merupakan salah satu objek wisata andalan di Desa 
Ponggok yang dimanfaatkan sebagai pemandian, kolam renang, dan 
sebagainya. Selain itu wisata umbul Pongggok mempunyai fasilitas yang 
cukup lengkap sehingga jumlah  wisatawan selalu meningkat dari tahun ke 
tahun sehingga tidak heran jika keuntungan yang didapat BUMDes Tirta 
Mandiri hingga jutaan rupiah. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah 
upaya BUMDes Tirta Mandiri sendiri dalam pengelolaan dan pelestarian 
wisata air di Umbul Ponggok yang dijalankan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 7 tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air. Keuntungan yang di dapat dari wisata air tersebut 
seharusnya mampu untuk mempertahankan sumber daya air itu sendiri agar 
dalam pengelolaannya tetap terjaga kebersihannya.  
BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya mendapat kepercayaan dalam 
mengelola wahana wisata air Umbul Ponggok, kawasan wisata eks Banyu 
Mili dan Umbul Besuki, dari usaha tersebut BUMDes memperluas ke usaha-
usaha lain dan mengembangkannya hingga sekarang. Dengan modal awal Rp 
30 juta Tirta Mandiri bergerak dengan mengelola air bersih, hingga sekarang 
sudah 210 keluarga yang bergabung dengan BUMDes dari 700 keluarga 
dengan investasi sekitar Rp 5 juta setiap kepala keluarga sehingga total 
penyertaan modal dari masyakat mencapai Rp 1,2 miliar.4 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik 
untukmengambil penelitian dengan Judul “Peran BUMDes dalam 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa berdasarkan UU No. 6 tahun 
2014 tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta MandiriKlaten)”. 
 
2. METODE 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni 
penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 
mengadakan penelitian data primer di lapangan. Jenis penelitian yang 
digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan 
subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang 
tampak.5 Sehingga akan dideskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai 
kondisi sebenarnya yang terjadi atau nampak di lapangan untuk kemudian 
diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti, dan jelas tentang peran peran 
BUMDes Tirta Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentangDesa. Lokasi yang dipilih penulis 
dalam melaukan penelitian adalah diBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
Tirta Mandiri yang terletak di KantorKelurahan Desa Ponggok. Sumber data 
yang digunaan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. 
Metode pengumpulan data menggunakan studi keputakaan dan studi 
lapangan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara.  
Metode analisis data menggunaan analisis secara kualitatif yang berupa 
data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan 
dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal 
yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.6 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Klaten Berdasarkan UU No. 6 
tahun 2014 tentang Desa 
3.1 1 Sejarah tentang Desa Ponggok dan Kehadiran UU No. 6 tahun 
2014 tentang Desa 
BUMDes Tirta Mandiri merupakan BUMDes di bawahpengelolaan 
Pemerintah Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo KabupatenKlaten. 
Gambaran umum mengenai Desa Ponggok terletak di DesaPonggok, 
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan luas wilayah 77,2255 Ha 
yang terbagi dalam 4 dukuh dan terbagi dalam 6 RW dan 12 RT, yang 
meliputi Dukuh Umbulsari, Kiringan, Ponggok, dan Jeblogan. Kehadiran UU 
No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru sekaligus tantangan 
bagi desa. Harapan dari kehadiran UU Desa adalah diterimanya dana desa 
(DD) dalam jumlah yang relatif besar ± 1 Milyar, selain itu peluang desa 
semakin terbuka dalam menjalankan pembangunan, dan desa lebih berdaya 
dalam menjalankan kewenangan desa, pelayanan publik, pengelolaan aset 
desa dan pembangunan ekonomi lokal. Tantangan bagi desa adalah 
kemampuan desa itu sendiri dalam melakukan pengelolaan anggaran secara 
profesional, akuntabel, transparan, dan efektif sesuai dengan regulasi yang 
ada. Apabila desa mampu mengelola dana desa dengan tepat pastinya akan 
membawa kesejahteraan bagi warganya. Desa Ponggok dalam menyikapi UU 
Desa No. 6 tahun 2014 adalah dengan melakukan pembangunan melalui 4 
pendekatan: a) Pendekatan Spasial (Tata Ruang), b) Pendekatan Sektoral 
(BUMDes), c) Pendekatan Pembangunan SDM, d) Pendekatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK). Kesimpulan konsep pembangunan adalah 
pendekatan spasial (tata ruang) sebagai dasar atau acuan arah pembangunan 
desa, pendekatan sektoral (BUMDes) untuk membangun ekonomi desa 
sehingga menjadi desa yang mandiri, pendekatan SDM untuk memperkuat 
kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola potensi desa, dan 
pendekatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas. 
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3.1.2 Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan 
BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan 
berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan 
untuk peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan 
usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga 
memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang 
memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat secara optimal. 
Pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong / menampung 
seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang 
menurut adat istiadat / budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian 
yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek 
pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam AD 
BUMDes.7 
Di dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Ponggok, 
terkait dengan pembentukan BUMDes. Beliau menjelaskan bahwa Pendirian 
BUMDes sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal ini 
dijelaskan bahwa pendirian BUMDes Tirta Mandiri Klaten telah berdasarkan 
pada Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2009 yang dibuat tanggal 15 Desember 
2009. BUMDes dibentuk didasarkan karena amanat UU dan Permendes 
Tahun 2015 yang mengatur bahwa Desa dapat mendirikan sebuah Badan 
Usaha Milik Desa.  
Dari berbagai jenis unit usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri 
yang meliputi pengelolaan air bersih (PAB), perikanan, pariwisata umbul 
ponggok, perkreditan, dan kios kuliner dan toko, setiap akhir tahun BUMDes 
harus menyetor bagi hasil kerja sama unit-unit usaha ke pemerintahan Desa 
Ponggok sesuai dengan perjanjian dengan pemerintahan Desa Ponggok. 
Tantangan mendatang yang dipersiapkan BUMDes Tirta Mandiri dalam 




pengelolaan SDA Desa Ponggok adalah pelestarian secara alami potensi desa 
Ponggok. 
3.2 Peran BUMDes Tirta Mandiri dalam Pelestarian Wisata Air Umbul 
Ponggok Berdasarkan Corporate Social Responsibility dalam 
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok 
Potensi yang dimiliki BUMDes Tirta Mandiri tersebut jika 
dikembangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat 
membuahkan hasil sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa yang 
dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa  itu sendiri.8BUMDes Tirta 
Mandiri Klaten didirikan pada Desember 2009 sebagai penguatan ekonomi 
desa Ponggok. Sebagai salah satu desa di Kecamatan Polanharjo Kabupaten 
Klaten, desa Ponggok dinilai mampu mengembangkan potensi yang 
dimilikinya terutama di bidang pariwisata. Usaha yang dimiliki oleh Desa 
Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul Ponggok), kolamperikanan, 
pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Salah satu wisata 
unggulan di desa Ponggok adalah Pemandian Umbul Ponggok.  
Terkait dengan pendapatan atau keuntungan yang berhasil 
diperolehBUMDes Tirta Mandiri, beliau menerangkan bahwa omset di 
BUMDes Tirta Mandiri tiap tahun terus mengalami kenaikan. Pada tahun 
2015, omset yang diperoleh BUMDes mencapai 6 M. Sedangkan di tahun 
2016 mencapai 10 M lebih. Dari keuntungan tersebut, Umbol ponggok 
menyumbang 80% dari seluruh perolehan. Omsetnya kembali kepada tujuan 
pendirian BUMDes. Perolehan tersebut masuk ke PAD sebagai Pendapatan 
Asli Desa sehingga sebagian besar omset dan keuntungan tersebut kembali ke 
desa Ponggok.  
Pembangunan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development) dan tanggung jawab pada 
lingkungan. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi sangat 
membutuhkan adanya perlindungan kepada kepentingan investasi negara dan 
8
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lingkungannya. Dalam rangka melindungi lingkungan dan ekosistem pada 
umumnya dari upaya pemanfaatan sumber daya agar dapat terjaga dengan 
baik, maka pertumbuhan ekonomi juga harus mengacu pada konsep 
pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan. 
Konsep Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau corporate social 
responsibility (selanjutnya disebut CSR), telah disahkan oleh DPR tanggal 20 
Juli 2007 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas (UUPT), yang telah diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007. Kempat ayat 
dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan 
dibidang sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab sosial dan 
lingkungan. CSR secara umum merupakan konstribusi menyeluruh dari dunia 
usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan 
dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya.9 
Dilihat dari asal katanya, CSR berasal dari literatur etika bisnis di 
Amerika Serikat dikenal sebagai corporate social responsibility atau social 
responsibility of corporations. Secara umum istilah Corporate Social 
Responsibility (CSR) diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. Kata Corporate telah di Indonesiakan dengan pemahaman atau 
diartikan sebagai Perusahaan besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” 
berasal dari bahasa Latin yaitu “corpus/corpora” yang berarti badan. 
Perusahaan merupakan badan hukum yang didirikan untuk melayani 
kepentingan umum disamping keuntungan (for profit).10 
Mengenai strategi perencanaan jangka menengah ke depan, Kepala 
Desa Ponggok menuturkan pentingnya adanya kerja sama usaha antar desa 
meskipun hal ini masih sebatas wacana dan perlu dibahas lebih lanjut. 
Mengenai pelaksanaan perencanaan tersebut khusus rencana BUMDes terkait 
9 Nancy, Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 
Responsibility /CSR), Jurnal Sasi, Vol. 17, No.4, (Oktober- Desember, 2011), hlm. 52 
10 Mas Achmad, 2007, Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang- 
Undang Perseroan Terbatas, Jakarta: Kadin, hlm. 10 
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pemajuan kawasan Umbul Ponggok sendiri sudah dituangkan dalam  
RPJMDes yakni salah satunya untuk menjadi desa wisata yang mandiri. 
Khusus terhadap pengelolaan unit pariwisata yang berada di BUMDes, 
masyarakat tetap diajak kerja sama dengan harapan agar keuntungan bisa 
dinikmati bersama. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan unit-unit usaha 
di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan 
pengelolaan di bawah koperasi. Sebab di dalam pengelolaan BUMDes 
melingkupi aspek yang lebih luas selain itu keuntungan dapat dinikmati 
bersama baik terhadap anggota masyarakat yang melakukan penyertaan 
modal maupun tidak. Sedangkan dalam koperasi, keuntungan hanya dapat 
dinikmati oleh anggota koperasi saja dengan mekanisme pengelolaan yang 
tidak dapat maksimal mengingat berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada 
koperasi- koperasi dalam bentuk KUD yang dapat bertahan lama dalam 
melakukan pengelolaan suatu bidang usaha.  
4. PENUTUP
4.1  Kesimpulan
BUMDes Tirta Mandiri merupakan BUMDes di bawah pengelolaan 
Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. 
Kehadiran UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa disikapi oleh Desa Ponggok 
melalui 4 pendekatan, yaitu: a) Pendekatan Spasial (Tata Ruang), b) 
Pendekatan Sektoral (BUMDes), c) Pendekatan Pembangunan SDM, d) 
Pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).  Pendayagunaan 
BUMDes ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteran ekonomi 
warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan 
BUMDes dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan 
peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat 
istiadat / budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan 
untuk dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan 
pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam AD BUMDes. Usaha yang 
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dimiliki oleh Desa Ponggok di antaranya wisata alam (Umbul Ponggok), 
kolam perikanan, pengelolaan air bersih, kios kuliner, dan perkreditan. Salah 
satu wisata unggulan di desa Ponggok adalah Pemandian Umbul Ponggok. 
Pengelolaan unit-unit usaha di bawah BUMDes merupakan pengelolaan yang 
lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi.  
4.2 Saran 
Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, 
maka untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes diharapkan agar :  
1) Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan jujur dan transparan demi
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.
2) Perlu adanya perencaan yang semakin terde[an dan kreatif agar keaayaan
lokal Desa Ponggok semakin dapat digali dan dikelola lebih baik.
3) Masyarakat diharapkan mendukung pengelolan BUMDes agar sasaran
pengelola yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat semakin mudah
dicapai
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